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A FINANCIAL statement audit is
conducted to determine whether the
financial statements (the information
being verified) are stated in accordance
with specified criteria (Arens, 2009).
Alvin A. Arens bersama Randal J. Elder
dan Mark S. Beasley, beserta kolega
Indonesia mereka, Arhir Abadi Jusuf,

" menyatakan bahwa audit atas laporan

keuangan merupakan jasa profesional
independen yang menitikberatkan pada
apakal laporan keuangan atau informasi
yang telah diverifikasi telah sesuai dengan
kiteria-kriteriatertentu. Pada sebuah buku
yangmereka tulis Auditingand Assurarice
Services an Integrated Approach An
Indonesian Approach, dinyatakan bahwa
kriteria yang dimaksud tersebut adalah
prinsip akuntansi yang diterima umu.
Mengingat pada artikel inj, yang menjadi
fokus adalah organisasi pemerintahan,
maka prinsip alkuntansi yang diterima

_ umuumn tersebut merujuk pada Standar

TR

Akuntansi Perrierintahan (SAP).
Undang-Undang Nomor 15 Tahun
2004 (UU 15/2004) tentang Pemeriksaan
Pengelolaan dan Tanggung Jawab
Keuangan Negara pada pasal 4 ayat 2
berbunyi “Pemeriksaan Keuangan adalah
pemeriksaan atas laporan keuangan”.
Pemeriksaan Keuangan yang dimaksud
adalah pemeriksaan yang dilaksanakan
oleh, untuk dan atas nama Badan
Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia
(BPK RI) dalam rangka memeriksa
pengelolaan dan tanggung jawab
keuangan ncgara, yang turut meliputi
pendapatandanbelanja pemetintah pusat
maupun daerah. Nantinya, paca Japoran
hasil pemeriksaan keuangan akan dimuat
opiniataslaporankeuangantersebut. Opini
adalah pernyataan profesional sebagai
kesimpulan pemeriksa mengenai tingkat
kewajaran informasi yang disajikan dalam
laporan keuangan. Pada penjelasan pasal

-16 UU 15/2004 juga dijelaskan bahwa,

opini merupakan pernyataan profesional
pemeriksamengenaikewajaraninformasi
keuangan yang disajikan dalam laporan
keuangan yaig didasarkan pada kriteria.
Kiiteriayangdimaksud adalah kesesuaian
dengan standar aluntansi pemerintahan,
kecukupan pengungkapan (adequate
disclosures), kepatuhan terhadap

- peraturan perundang-undahigan, dan

clekivitas sistein pengendalian ingem.

OPINIAUDIT

Pada buku-buku teori auditing yang
dapat dengan mudah ditemukan pada
fakultas ekonomi, kitamengetahui balwa
pengelompokkan opini yang berlaku
secara umum (baik di-sektor privat
maupun publik) dapat dibagi dalam 4
jenis, yaitu: Wajar Tanpa Pengecualian

- (Unqualified Opinion), Wajar Dengan

Pengecualian (Qualified Opinion), Ticlak
Wajar (Adverse Opinion), dan Men alk

Meinberikan Pendapat (Disclaimer-of

Opinion). Secara tersiraturut-urutan pada
Klasifikasi opini di atas dapat menjadi

- refleksi stratafikasi kualitas .

kewajaran atas laporan
keuangan. Hal ini senada
dengan penjelasan pasal 16 UU'15/2004,
terdapat4jenis opini yang dapatdiberikan
oleh pemeriksa, sama seperti di atas.
Namun, di beberapa buku referensi,
seperti Auditing Jilid I karya Dan M.
Guy, Alderman, dan Winters, terdapat 1
jenis opini tambahan yaitu opini Wajar
Tanpa Pengecualian dengan Bahasa
(Paragraf) Penjelasan (Unqualified
Opinion Report with Explanatory
Language). Penempatan urutan opini
tambahan ini disisipkan di antara opini
Wajar Tanpa Pengecualian dengan opini
Wajar Dengan Pengecualian. '
Opinimerupakan keluaran darisebual
proses peimeriksaan laporan keuangan.
Opiniolehauditorindependen digunakan
oleh para pemanggu kepentingan
(stakeholders) untuk mendapatkan
tingkat kepercayaan atas sebuah Japoran
kenangan yang disajikan. Opini dengan
kualitas keyakinan tertinggi tentunya
akan meningkatkan kepercayaan pdra
pemanggu keperitingan atas informas
yang terdapat pada laporan keuangan
tersebut. Dalam konteks pemerintahan,
opini yang diberikan atas laporan

keuangan pemerintah (pusatdan daexah)

akan mempengaruhi kepercayaan
anggota dewan perwakilan, warga di
lingkungan pendidikan, praktisi berbagai
bidang profesi, maupun masyarakat
secara urmum, atas kewajaran informasi
yang disajikan pada Japoran keuangan
pemerintaly tersebut.

AKUNTABILITAS PEMERINTAH
Pada masa-masa awal reformasi,
Pemerintah RepublikIndonesiabersama-
sama Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)
melahirkan sebuah undang-undang
yang menjadi salah satu tonggak
reformasi tata kelola pemerintahan,
yaitu Undang-Undang Nomor 28
Tahun 1999 (UU 28/1999) tentang
Penyelénggaraan Negara Yang Bersili
dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi, dan
Nepotisme. Penyelenggara Negara yang
bersih merupakan penyelenggaranegara
yang menaati asas-asas umuil dalam
penyclenggaraan negara sehinggabebas

dariprakeekkorupsikolusi, dannepotisme, ™
serta perbuatan téreela lainnya. L=

23/1999 yang disahkan oleh Presiden
Bacharuddin Jusul Habibie pada tanggal
19 Mei 1999 tersebut, juga merinciasas:
asas umuwmn yang dimaksud pada pasal 1
ayat 2. Asas-asas umum penyelenggaraan
negara meliputi asas kepastian hukum,
asas tertib penyelenggaraan negara, asas
kepentingan umum, asas keterbukadn,
asas proporsionalitas, asas profesionalitas,
dan-asas akuntabilitas. Keseluruhan asas
tersebut tentunya memiliki porsi dan
andil masing-masing dalam membentuk
penyelenggaran negara yang bersih,
termasuk asas yang disebut terakhit, asas
akuntabilitas.

Pada penjelasan undang-
undang tersebut, asas
akuntabilitas didefinisikan

sebagai asas yang menentukan .
bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir -

dari kegiatan penyelenggara negara
harus dapat dipertanggungjawabkan
kepada masyarakat atau rakyat sebagai
pemegang kedaulatan tertinggi negara
sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan yang berlaku.
Pemetintah baik pusat maupun daerah
wajib mempertanggungjawabkan
seluruh kegiatan penyelenggaraan negara,
termasuk kegiatan-kegiatan yang terkait
pengelolaan keuangan negara/ daerah.
Sebagai wujud pertanggungjawaban
pemerintah dalam pengelolaan keuangan

_pemerintah, penting bagi pimpinan
organinasi (entitas) pemerintah untuk
menibuat laporan keuangan pemerintal.

Sehingga, Presiden/Gubernur/Bupati/
Walikota, sebagaimana pada Undang-
Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara, diamanatkan untuk
menyampaikan rancangan undang-
undang/peraturan daerah tentang
pertanggungjawaban pelaksanaan
Anggaran Pendapatan Belanja Negara
(APBN)/Anggaran Pendapatan Belanja

Daerah (APBD) kepada DPR/DPRD

berupa laporan keuangan yang telah
diperiksaoleh BPK RI selambatlambatnya
6 bulan setelah tahum anggaran berakhir
OPINI SEBAGATINDIKATOR
AKUNTABILITAS

Dewan perwakilanmaupuin masyarakat
tentwmemerlukan keyakinanataslaporan
keuangan yang disajikan pemerintah.
Para pemangku kepentingan tersebut
memerlukan pendapat dari orang/
lembaga yang berkompeten untuk
mengujikewajaran ataslaporankeuangan
yang disajikan oleh pemerintah. Sehingga,
keyakinan ataslaporan keuangan terscbut
dapatdiperoleh. Olehkarenaitu kebutuhan
atas aktivitas audit terhadap laporan
keuanganyangdisajikan oleh pemerintah
inenjadi sebuah keniscayaan. BPK Rl
sebagai satu-satu instansi pemeriksa
cktern pemerintah, bertugas untuk
memeriksa pengelolaan dan tanggung
jawab keuangan negara. Melalui sebuah
inekanisme yang bermama peineriksaan
keuangan, BPK R memberikan scbuah
hasil audit/atestasi berwujud opini.

Opini terbagi dalam beberapa jenis
seperti yang dijelaskan pada awal-awal

tulisan ini: Opini BPK RI sejatinya dapat -

menjadi tolak ukur (indikator) untuk
menilai akuntabilitas sebuah entitas
pemerintah. Opini BPK RJ, baik daui sisi
akademis dan aplikasi di lapangan, dapat
menaikkan atatt menurunkan tingkat
kepercayaan pemangku kepentingan
atas pelaporan yang disajikan oleh

pihak yang diaudit (auditan/auditee),

dalam hal ini entitas pemerintah. Opini
yang menyatakan bahwa laporan
keuangan pemerintah adalah wajar

tanpa pengecualian, maka pemangsu
kepentingan akan memperolch tingkat
keyakinan yang lebih tinggi untuk
mempercayai informasi yang tercantim
dalamlaporantersebut Dasipada, terhadap
Japoran keuangan pemerintah yang
diberikan opini tidal: wajar. Kepercayaan
pemanggu kepentingan menjadi sangat

 berkurang atau bahkan hilang terhadap
O (=}

laporan keuangan vang disajikan olch
et = - tal

pihak yang diaudit tersebut.

Berdasarkan data-Ikhtisar Hasil
Pemeriksaan Semester T (IFPS) 2010
yang dirilis pada website tesmi BPICRI
(httpy/ www.bpkgoid), diketahui babnva
opini yang dibérikan kepada BPK R
kepada 14 (empatbelas) entitas pelaporan
pemerintah daerah di lingkungan
Kalimantan Tengah .untuk Tahun
Anggaran 2009 didominasi oleh opini
‘tidak wajar’ Setidaknya terdapat 12 (dua
belas) laporankeuangan entitas pelaporan
pemerintahdaerah dinyatakan opini ‘tiduke
wajar’ Kondisiini menggambarkan hahwa
pemangku kepentingan' di Kalimantan
Tengah mengalami kesulitan yang
tinggi untuk meyakini kewajaran atas
85,71% entitas pelaporan pemerintah
dacrah. Kepercayaan anggota dewan
dan ‘masyarakat sebagai pemangku
kepentingan akan relatif berkurang
tethadap entitas-entitas pelaporan yang
mendapat opini ‘ticak wajar’ olch BPK
RI. Kondisi di atas akan berbanding lurus
terhadap akuntabilitas yang dinailiki oleh
pemerintah daerah tersebut Menwunnya
kualitas akuntabilitas yang dimiliki oleh
scbuah entitas pemerintab dikl awatirkar
akan menghambat terwujudnya
penyelenggaran negara yang bersih
sebagaimana yang diharapkan oleh UU
28/1999. 2

Sebagai salah satu pemanghku
kepentingan; yaitut sebagai warga vang
berdomisili di Kalima "
tentunya‘sangat berharap entitas-ciidiis
pemerintah daerah dapat melakukan
aksi-aksi dalam upaya memperbaiki
pengelolaankeuangzmpcmerintahducmh.
baik darisegisistem maupunpersonil yang

. dilibatkan.

Schingga, diliarapkan dapat
meningkatkan kualitas laporan keuangan
pemerintah dacrah tersebut dan
mendapatkan opini yang Jebily baik dari
tahun-anggaran seheliimnya: Sehingsa,
aluntabilitas pemerintah dacrah tersehut
meningkat seiring perbaikan pengelolaan
dan pe1'1anggungjé\rvabim keudangan”
pemerintah daerah. Munglin adabaiknya,
entitas-entitas pelaporan pemerintah
daerah di Kalimantan. Tengah belajar
kepadaKabupaten Kapuasclan Kabupaten
Katinganyangditahunitu, mendapatopini
‘wajar dengan pengecualian. -

) Auditor BPK RI
Perwakilan Provinsi Kalimantan
Tengah

Artikel ini adalah pendapat pribadi
bukan mewaldli pendapat instausi



